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ABSTRACT

Taxpayers are individuals or entities that have the authority to pay taxes, withhold taxes, and
collect taxes, and have rights and obligations related to taxation in accordance with the
provisions in force in Indonesia. One of the things that are related or identical with taxpayers
is the Taxpayer Identification Number (NPWP), so every individual has an NPWP in
carrying out his tax rights and obligations. As a good citizen, you must comply with tax rules
in accordance with the law (UU) on taxation, because the effect of taxes is very influential
on the economic balance in Indonesia as well as having a taxpayer is proof that a country
can definitely improve the country's economy because taxes can be used as a tool to
optimally enter funds into the State treasury so that it finances the expenditure of the State's
own interests. If citizens are educated & understand about the special rules of taxation, it
cannot be denied that the potential for state revenues will increase and will return or have
an impact on the community. Therefore, it is important to understand the special rules
regarding the obligations of Indonesian citizens to pay taxes.
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PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik. Namun
permasalahan pajak di Indonesia terus berlangsung, padahal pajak merupakan kewajiban
masyarakat sebagai warga negara, tetapi masih banyak warga negara yang tidak membayar
pajak. Bahkan banyak wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak. Hal ini jelas
merugikan negara. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh
dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh
maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan
penyelundupan, dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan
menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Pelaksanaan Pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah
disetujui masyarakat melalui perwakilannya didewan perwakilan, dengan menghasilkan
suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi
fiskus maupun maupum bagi wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di
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Indonesia berdasarkan peraturan perundang — undangan perpajakan menuntut wajib pajak
untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban pepajakannya. Sistem pemungutan yang
berlaku adalah Self Assesment System, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan di
lakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui
prosedur pemeriksaan.

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar
sendiri pajak yang terutang sehingga dengan cara ini kejujuran dari wajib pajak sangat
diperlukan dalam rangka pemungutan pajak. Wajib pajak disini harus mendaftarkan diri
terlebih dahulu pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP). Manfaat diterapkannya Sistem Self Assesment System ini disatu
sisi bernilai positif, yaitu mencerdaskan wajib pajak dalam menghitung, melaporkan dan
membayar pajak yang terutang secara sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah
sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan
usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang,
melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah
pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
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B. Pengelompokkan Wajib Pajak

Wajib Pajak pada umumnya terdiri atas Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak

badan. Berikut ini merupakan pengelompokkan dari Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib

Pajak badan:

1. Wajib Pajak orang pribadi

a.

Orang Pribadi (Induk) Meliputi Wajib Pajak yang belum menikah dan Wajib Pajak
yang merupakan suami sebagai kepala keluarga.

Hidup Berpisah (HB) Meliputi Wajib Pajak yang merupakan wanita kawin dan
dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan dengan putusan
dari hakim.

Pisah Harta (PH) Wajib Pajak yang merupakan pasangan suami dan istri dan
dikenai pajak secara terpisah karena telah menghendaki perjanjian pemisahan
harta dan penghasilan secara tertulis.

Memilih Terpisah (MT) Meliputi Wajib Pajak yang merupakan wanita kawin,
tetapi selain dari kategori Hidup Berpisah dan Pisah Harta, yang dikenakan pajak
secara terpisah karena memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban atas
perpajakannya secara terpisah dari suaminya.

Warisan Belum Terbagi (WBT) Merupakan satu kesatuan, dimana subjek pajak
ini adalah pengganti. Menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

2. Wajib Pajak badan

a.

Badan Wajib Pajak yang merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi
satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
Joint Operation Merupakan Wajib Pajak yang berbentuk kerja sama operasi
dalam melakukan penyerahan atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena
Pajak (JKP) yang mengatasnamakan bentuk kerja sama operasi.

Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Merupakan Wajib Pajak dari perwakilan
dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia, namun yang
bukan termasuk ke dalam Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Bendahara Merupakan bendahara pemerintah yang bertugas membayar gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dan diwajibkan untuk melakukan
pemotongan atau pemungutan pajak.

Penyelenggara Kegiatan Meliputi Wajib Pajak yang merupakan pihak selain dari

keempat Wajib Pajak badan lainnya yang melakukan pembayaan imbalan dengan
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nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan.

3. Orang Pribadi Yang wajib Memiliki NPWP

Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang
memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun adalah:

1). Wajib Pajak sendiri: Rp 54.000.000,-;

2). Wajib Pajak kawin: Rp 4.500.000,-;

3). Wajib Pajak dengan tanggungan: Rp 4.500.000,- (maksimal 3 tanggungan)

4).

C. Cara Mendapatkan NPWP

Pendaftaran NPWP dapat dilakukan dengan membuka situs Direktorat Jenderal Pajak

(www.pajak.go.id).Langkah-langkahnya adalah:

. Cari situs Direktorat Jenderal Pajak di Internet dengan alamat www.pajak.go.id.

1
2. Selanjutnya anda memilih menu e-Registration (ereg.pajak.go.id).
3.
4

. Setelah itu anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang

Pilih menu “buat account baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta.

Pribadi”. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang anda miliki.
Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Sementara yang berlaku
selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT Sementara
tersebut sebagai bukti anda sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Tanda tangani formulir registrasi, kemudian dapat dikirimkan/disampaikan
langsung bersama SKT Sementara ke Kantor Pelayanan Pajak seperti yang

tertera pada SKT Sementara tersebut.

Setelah itu Wajib Pajak akan menerima kartu NPWP dan SKT asli. Pendaftaran

NPWP juga dapat dilakukan dengan cara langsung mendatangi Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dari Wajib Pajak serta mendatangi Pojok Pajak

yang terdapat di tempat keramaian (mall, gedung perkantoran).
D. Persyaratan Untuk Memiliki NPWP

Cukup hanya mengisi formulir pendaftaran dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk

(KTP), atau paspor bagi orang asing
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E. Biaya Pembuatan NPWP
Pembuatan NPWP dan semua pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak tanpa dipungut

biaya atau gratis.

F. Manfaat Memiliki NPWP
1. Kemudahan Pengurusan Administrasi, dalam:
a. Pengajuan Kredit Bank;
b. Pembuatan Rekening Koran di Bank;
c. Pengajuan SIUP/TDP;
d. Pembayaran Pajak Final (PPh Final, PPN dan BPHTB, dll);
e. Pembuatan Paspor;
f. Mengikuti lelang di instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD.
2. Kemudahan pelayanan perpajakan:
a. Pengembalian pajak;
b. Pengurangan pembayaran pajak;

c. Penyetoran dan pelaporan pajak

G. Penghapusan NPWP

NPWP dapat dihapuskan, hanya apabila Wajib Pajak tersebut sudah tidak memenubhi
persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Misalnya Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan
warisan atau meninggalkan warisan tetapi sudah terbagi habis kepada ahli warisnya.
Contoh lain adalah Wajib Pajak tidak lagi memperoleh penghasilan atau memperoleh

penghasilan tetapi di bawah PTKP.

H. Sanksi Tidak Memiliki NPWP

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan
atas perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda
paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling
banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

KESIMPULAN

Wajib Pajak merupakan orang pribadi ataupun badan yang memiliki kewenangan
untuk membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, serta memiliki hak dan
kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Salah
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satu hal yang berkaitan atau hal yang identik dengan Wajib Pajak adalah Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang
diberikan kepada Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan
administrasi perpajakan, dimana nomor ini dapat dipergunakan oleh Wajib Pajak sebagai
tanda pengenal diri atau identitas diri Wajib Pajak yang bersangkutan dalam melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakannya. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan diberikan
kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang (UU). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ini tidak akan
berubah sekalipun Wajib Pajak berpindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau
mengalami pemindahan tempat terdaftar.
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